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RINGKASAN 

 

Pasal 10 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa setiap orang dan badan hukum 

yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan 

mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-

cara pemerasan”. Kalimat “diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri 

secara aktif”. Kawasan terlantar dan/atau tanah terlantar, terkait dengan penguasaan 

kawasan dan atau tanah yang digunakan tidak sebagaimana peruntukannya, dapat 

ditetapkan sebagai kawasan dan/atau tanah. Adapun pengertian tanah telantar 

adalah tanah yang tidak digunakan atau diusahakan sesuai dengan sifat, tujuan, dan 

keadaannya, dan bidang tanah tersebut perlu didayagunakan dengan terbitkannya 

UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pelaksanaannya PP No. 20 Tahun 2021 Tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan  tanah terlantar didasarkan atas ketentuan Pasal 180 

UU Cipta Kerja. Pada Pasal 1 angka (5) bahwa: "Tanah telantar adalah tanah yang 

ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak 

yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak 

atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku". Berdasarkan 

Pasal 181 UU Cipta Kerja jo Pasal 37 PP No. 20 Tahun 2021 terjadi kekaburan 

pengaturan pendayagunaan kawasan dan/atau tanah terlantar, karena Peraturan 

Menteri sebagai pelaksana PP No. 20 Tahun 2021 belum terbentuk. 

Teori yang digunakan untuk pemecahan masalah penelantaran tanah dan 

pendayagunaan tanah sebagai berikut: Teori kewenangan, Teori Kepastian Hukum, 

Teori Keadilan, Teori Negara hukum, Teori Harmonisasi Peraturan Perundang-

Undangan. 

Teori kewenangan ini dipaparkan untuk lebih memahami tentang 

kewenangan sebagai teori merangkum teori utama yang menghubungkan kesemua 

variabel dalam penelitian, dalam hal ini teori kewenangan, maksudnya negara 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah, mempunyai wewenang mengatur 

dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan 

bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,   

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa 

sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUPA. 

Teori Kepastian Hukum dipaparkan guna menjelaskan teori yang melandasi 

satu atau beberapa variabel dalam penelitian yang berada dalam cakupan teori 

kewenangan, kewenangan negara menguasai bidang tanah dan mengaturnya 

tersebut baik diatribusi,  didelegasi, dan atau dimandat kepada pihak yang 

menerimanya untuk menangani permasalahan penelantaran tanah dan 

pendayagunaan tanmah terlantar, akan menciptakan suatu kesejanhteraan dan 



memanfaatkan  tanah sesuai dengan fungsinya. Pada Middle range theory 

digunakan teori kepastian hukum. 

Teori Keadilan Pengertian keadilan, pada umumnya diberi arti sebagai 

keadilan ”membagi” atau ” distributive justice” yang secara sederhana menyatakan 

bahwa kepada setiap orang diberikan bagian atau haknya sesuai dengan kemampuan 

atau jasa dan kebutuhan masing-masing. Namun perlu dipahami bahwa keadilan itu 

bukanlah hal yang statis, tetapi sesuatu proses yang dinamis dan senantiasa bergerak 

diantara berbagai faktor, termasuk equality atau persamaan hak itu sendiri. 

Teori Negara Hukum Prinsip  negara  hukum  menghendaki  sistem  hukum 

sebagai sumber utama yang mengatur berbagai hubungan didalam kehidupan 

bersama di masyarakat, Sistem hukum juga harus menjadi satu-satunya pedoman 

dan ukuran tertinggi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi 

oleh bangsa Indonesia. 

Teori Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Adanya Harmonisasi 

hukum menjamin kepastian hukum, lain halnya jika tidak adanya Harmonisasi 

sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum 

yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, 

ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. “Dalam perspektif demikian masalah 

kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud 

melalui Harmonisasi sistem hukum. 

Bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dikembalikan kepada 

negara dan dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN, sebagaimana Pasal 33 

PP No. 20 Tahun 2021. Bidang tanah menjadi aset bank Tanah adalah semua 

kekayaan yang dikuasai Bank Tanah baik berwujud  atau tidak berwujud yang 

bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di 

masa yang akan datang. Hal ini nampak bahwa tanah yang ditetapkan sebagai 

terlantar dikembalikan kepada negara dan dapat sebagai aset bank tanh dan/atau 

TCUN, mengenai hal pemanfaatan tanah tersebut tidak terdapat pengaturan lebih 

lanjut. Apabila pengaturan pendayagunaan tanah aset bank tanah tersebut dkaitkan 

dengan ketentuan Pasal 181 UU Cipta Kerja, nampak bahwa pengaturan tersebut 

tidak ada jaminan kepastian hukum, karena digunakan aturan yang ada sebelumnya 

selama tidak tertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di 

atasnya. Tanah yang ditetapkan terlantar dikuasai oleh negara, penguasaan melalui 

bank tanah, ketersediaan tanah untuk investor, berdasarkan kenyataan implementasi 

Hak Menguasai Negara atas tanah lebih didominasi oleh pemodal asing maupun 

pengusaha dalam negeri yang lebih berorientasi pada bisnis (business oriented) dari 

pada keberlanjutan pembangunan (sustainable development). Tentunya tidak sejalan 

dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bidang tanah untuk sebesar-besarnya 

memakmuran seluruh rakyat dengan land reform penataan kembali tanah untuk 

kepentingan rakyat. 



Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, Hakikat pengaturan penetapan hak 

atas tanah yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya sebagai tanah terlantar, 

bahwa hak atas tanah dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh 

rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, untuk itu pemerintah berusaha 

agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga 

meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin bagi setiap warga 

negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri 

sendiri maupun keluarganya sebagaimana Pasal 10 jo Pasal 13 UUPA. 

Ditetapkannya bidang tanah sebagai terlantar, negara mempunyai wewenang 

mengaturnya, sebagaimana Pasal 2 UUPA. Bidang tanah tersebut utuk sebenar-

besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat melalui land reform. Diterbitkannya PP 

No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar, tidak 

lagi untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 melalui land refrorm, melainkan menjadi Aset Negara melalui 

Bank Tanah dan/atau TCUN dan di kelola Bank Tanah. Akibat  hukum  penertiban  

dan pendayagunaan tanah  terlantar, dapat menjadi Aset Negara melalui Bank 

Tanah dan/atau TCUN dan di kelola Bank Tanah, bahwa mendasarkan pada  

Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dimaksudkan untuk 

menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan 

Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pendayagunaan 

TCUN ditujukan untuk pertanian dan non pertanian dalam rangka kepentingan 

masyarakat dan negara melalui reforma agraria. Hal ini berarti bahwa bidang tanah 

yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka diredistribusi tanah sekaligus menjadi 

landasan menuju kesejahteraan rakyat sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945, melalui land reform, tidak menjadi aset Bank Tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The definition of abandoned land is land that is not used or cultivated 

according to its nature, purpose, and condition, and the plot of land needs to be 

utilized with the issuance of the Job Creation Law with its implementing regulations 

PP no. 20 of 2021 concerning Control and Utilization of abandoned land is based 

on the provisions of Article 180 of the Job Creation Law. In Article 1 number (5) 

that: "Abandoned land is land that is abandoned by the holder of land rights, 

management rights holders or parties who have obtained the basis of control over 

land but have not obtained land rights in accordance with the provisions of the 

applicable laws and regulations". Based on Article 181 of the Job Creation Law in 

conjunction with Article 37 of PP No. 20 of 2021, there is a blur in the regulation of 

the utilization of abandoned areas and/or land, because the Ministerial Regulation 

as the executor of PP No. 20 of 2021 has not yet been formed. 

  Based on the results of the study, it was concluded that the nature of the 

regulation on the determination of land rights used was not in accordance with its 

function as abandoned land, that land rights were used as much as possible for the 

prosperity of all the people as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 

Constitution, for that the government tried to make efforts to Business in the 

agrarian field is regulated in such a way that it increases the production and 

prosperity of the people and guarantees for every Indonesian citizen a standard of 

living in accordance with human dignity, both for himself and his family as 

stipulated in Article 10 in conjunction with Article 13 of the BAL. The stipulation of 

land parcels as abandoned, the state has the authority to regulate it, as stated in 

Article 2 of the LoGA. The plot of land is for the greatest benefit of all the people 

through land reform. The issuance of PP No. 20 of 2021 concerning the Control 

and Utilization of abandoned land, it is no longer in the interest of the greatest 

prosperity of the people as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 

Constitution through land reform, but becomes a State Asset through the Land Bank 

and/or TCUN and managed by the Land Bank. As a result of the law enforcement 

and utilization of abandoned land, it can become a State Asset through the Land 

Bank and/or TCUN and managed by the Land Bank, that based on Presidential 

Regulation No. 86 of 2018 concerning Agrarian Reform is intended to reorganize 

the structure of control, ownership, use, and utilization of land that is more 

equitable through Asset Management and accompanied by Access Management for 

the prosperity of the Indonesian people. Utilization of TCUN is intended for 

agriculture and non-agriculture in the interest of society and the state through 

agrarian reform. This means that land parcels that are designated as abandoned 

land, land redistribution as well as being the basis for people's welfare in line with 

the provisions of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, through land 



reform, do not become assets of the Land Bank. 

 

Keywords: The nature of regulation, control of abandoned land, utilization of 

abandoned land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


